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KEWENANGAN PENUNTUT UMUM DALAM PENGHENTIAN
PENUNTUTAN MELALUI MEDIASI PENAL SEBAGAI
IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF

(Umi Kalsum, Nomor BP : 202020251028, Program Pascasarjana Magister
IImu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
Jumlah Halaman: 85)

ABSTRAK

Penuntut Umum ialah seorang jaksa yang oleh Undang-Undang diberi
wewenang untuk melakukan penuntutan yang dilaksanakan secara independen
demi keadilan dengan menimbang antara kepastian hukum dan kemanfaatannya
melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan implementasi dari keadilan
restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil, kemanfaatan
serta perlindungan hukum untuk para pihak yang berperkara yang merupakan
kewenangan jaksa dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan hal ini
sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2021 perubahan
atas Undang- Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1). Apakah pelaksanaan
mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif dapat membawa manfaat
bagi korban? 2). Bagaimana pengaturan mediasi penal yang dapat bermanfaat bagi
korban? Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori negara
hukum Jimly Assiddigie, perlindungan hukum Philipus Hadjon dan teori
kewenangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Data penelitian
dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap data primer dan data sekunder.
Fokus mengindientifikasi mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi
penal sebagai implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara di luar
pengadilan dan kewenangan penuntut umum dalam penghentian penuntutan
melalui mediasi penal sebagai implementasi keadilan restoratif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan mediasi penal melalui pendekatan keadilan
restoratif belum mencerminkan sebagaimana dalam Pasal 30C huruf d Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia karena belum membawa manfaat
bagi korban. 2) Pelaksanaan kesepakatan perdamaian dalam mediasi penal dapat
bermanfaat bagi korban apabila diatur secara tegas dalam peraturan.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penghentian Penuntutan, Perdamaian, Keadilan Restoratif,
Kewenangan.

Kewenangan Penuntut.., Umi Kalsum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2022



AUTHORITY OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN TERMINATION OF
PROSECUTIONS THROUGH PENAL MEDIATION AS THE
IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE

(Umi Kalsum, BP Number: 202020251028, Master of Laws Sciences
Postgraduate Programs , Faculty of Law, Bhayangkara Jakarta Raya
University, Number of Pages: 85)

ABSTRACT

The Public Prosecutor is a prosecutor who by law is authorized to carry out
prosecutions that are carried out independently for the sake of justice by weighing
between legal certainty and its benefits through penal mediation. Penal mediation
is the implementation of restorative justice that balances fair legal certainty,
benefits and legal protection for litigants which are the prosecutor's authority in
resolving cases outside the court, this is as regulated in Law Number 11 of 2021
amendments to Law - Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office
of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem in this study are 1).
Can the implementation of penal mediation as the implementation of restorative
justice bring benefits to the victim? 2). What are the penal mediation arrangements
that can benefit the victim? The theories used in this study are the rule of law theory
by Jimly Assiddigie, the legal protection of Philipus Hadjon and the theory of
authority. The method used in this research is descriptive qualitative with a
normative legal research approach. The research data was collected through a
literature study of primary and secondary data. The focus is identifying, knowing
and analyzing the implementation of penal mediation as the implementation of
restorative justice in the settlement of cases outside the court and the authority of
the public prosecutor in stopping prosecution through penal mediation as the
implementation of restorative justice. The results of the study show that 1) The
implementation of penal mediation through a restorative justice approach has not
reflected as stated in Article 30C letter d of Law Number 11 of 2021 concerning
Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the
Republic of Indonesia because it has not brought benefits to victims. 2) The
implementation of the peace agreement in penal mediation can benefit the victim if
it is strictly regulated in the regulations.

Keywords: Prosecution, Termination of Prosecution, Peace, Restorative Justice,
Authority.
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